BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN
DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Dana
Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa
Tahun Anggaran 2025;

|

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
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Menetapkan :

10.

B

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor
128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 177);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 271);

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2024 Nomor 947);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2. Bupati adalah Bupati Lamandau.

3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya
disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lamandau.
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13.

14.

15,

16.

(2)

-t

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin
oleh Camat.

Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah,
berkedudukan sebagai unsur koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kecamatan, dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB
adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan
bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi
bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau
mendapatkan manfaat padanya. Karena Pajak Bumi dan
Bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas
dan kondisi tanah atau bangunan yang ada.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut
APIP adalah Inspektorat Daerah yang melakukan pengawasan
melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan
pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan
besaran dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025.

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar
terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan
besaran dana hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa
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guna memajukan dan menyejahterakan masyarakat Desa di
Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

b
o8
d
e
(1)

(2)

(4)

(1)

(2)
(3)

rincian dana;

. penyaluran dana;

prioritas penggunaan dana;

. pengelolaan; dan
. monitoring dan evaluasi.

BAB II
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Alokasi dana bagi hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah setiap
Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar
Rp9.661.455.634,- (Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh
Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga
Puluh Empat Rupiah).

Pengalokasian dana bagi dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah

dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh persen) dari
dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibagi
secara merata kepada seluruh Desa; dan

b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh persen) dari
dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibagi
secara proporsional berdasarkan realisasi PBB masing-masing
Desa pada tahun 2024.

Dana bagi hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rincian alokasi bagi hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 5

Penyaluran bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan

melalui pemindahbukuan dari dari rekening kas umum Daerah

ke rekening kas Desa.

Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

dilaksanakan 1 (satu) tahap yaitu pada bulan Desember 2025.

Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati

berupa:

a. rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas syarat
penyaluran;

b. rencana penggunaan dana;

c. APBDesa Tahun Anggaran 2025; dan
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d. surat keterangan lunas Pajak Daerah atas belanja dan PBB
tahun angaran 2024.

(4) Pajak Daerah atas belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d, meliputi pajak atas belanja makan minum kegiatan,
pajak penggunaan mineral bukan logam dan batuan atas
pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Desa dengan melampirkan rencana penggunaan
dana dan realisasi penggunaan dana.

(5) Dalam hal terdapat Pemerintah Desa yang tidak melunasi Pajak
Daerah atas belanja dan PBB tahun angaran 2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d, Pemerintah Desa wajib
menyampaikan daftar wajib pajak terutang tahun 2024 kepada
BPKPD untuk mendapatkan surat keterangan PBB tahun 2024.

(6) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat
(3) huruf a, Kepala Desa menyampaikan kepada Camat berupa
laporan aset Desa sampai dengan tahun 2025 dan kepada
Bupati u.p. Kepala DPMD.

(7) Dalam hal Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran dana
bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, dana bagian dari hasil Pajak dan
Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana
bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah di rekening kas
Daerah.

(8) Sisa dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat disalurkan
kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025

digunakan untuk:

a. kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan
masyarakat; dan

b. kegiatan dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan dan retribusi,
administrasi pertanahan, administrasi PBB serta kegiatan dalam
sub bidang pertanahan lainnya.

BAB V
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 7

(1) Camat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

(2) Pengawasan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APBDesa,;
b. evaluasi pengelolaan keuangan desa; dan
c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawban APBDesa.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Bupati sebagai bahan bagi APIP untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

erlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan
mpatkannya dalam Berita Daerah

Peraturan Bupati ini mulai b
g mengetahui,

Agar setiap oran
mene

Peraturan Bupati ini dengan
Kabupaten Lamandau.
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR %Y TAHUN 2025

TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN
PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Rumus perhitungan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah:

DBHPRD = AD + AF

AD = JDBHPRD x 60%
D
AF = RRPD x JAF
RRPD = (RPD/TRPD Z1) x 100%
Keterangan:
DBHPRD = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima
desa.
AD = Alokasi Dasar
AF = Alokasi Formula
JDBHPRD = Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang
diterima Desa
RRPD = Rasio Realisasi Pajak Desa
JAF = Jumlah Alokasi Formula (40% x DBHPRD)
RPD = Realisasi Pajak Desa
TRPD Z1 = Total Realiasi Pajak Desa se-Kabupaten Lamandau
D = Jumlah desa se-Kabupaten Lamandau
| - BAGIAN HUKUM - ¥ LAWDAU’
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